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Menu·u t 
BerbasiS Pancasi a· 

SYAIFUL ARIF 

Direktur Pusat Studi 
Pernik iran Pancasila 

,,. 
Terpulang kepada 

kita, negara dan pe
merintah untukserius 

dalammembangun 
sistem ilmiah Pan

casila sebagai 
prasyaratutama 

menjadikan dasar 
negarasebagai basis 
bagi risetdan inovasi 

nasional. Jika tidak, 
maka keputu5an 

hukumhanya 
terhenti di kertas, tak 

berbunyi eli ke
nyataan hidup. 

asalS huruf a Un
dang-Undang 
Nomor 11/2019 
tentang Sistem 
NasionalllmuPe
ngetahuan dan 
Teknologi (Sisnas 

Iptek) menegaskan bahwa ilmu 
pengetahuan dan teknologi di
kembangkan berdasarkan Pan
casila. Penegasanini juga dinya
takan dalam pasal4 huruf a Per
aturan Presiden (Perpres) No
mor78/2021 tentangBadanRi
set dan Inovasi Nasional 
(BRIN). Dalam Perpres BRIN 
tersebtit, dinyatakan bahwa 
fungsi BRIN dalam mengem
bangkan riset dan inovasi dida
sarkan pada nilai-nilai Panca
sila. 

. Penegasan ini menyiratkan 
komitmennegaradanpemerin
tahanJoko Widodountukmen
jadi~an Pancasila sebagai, bu
kan hanya dasar negara secara 
urn urn, melainkan basis pelak
sanaan riset dan inovasi nasio
nal. Sebagai kebijakan, hal ini 
merupakan terobosan. Namun, 
apakah terobosan itu bisa ter
wujud? Inilahyangmenjadi tan
tangan. Persoalannya, untuk 
menjadikan Pancasila sebagai 
dasar bagi riset nasional, kita 
membutuhkan, tidak hanya 
payung hukum, tetapi terlebih 
kerja-kerja riset itu sendiri. 

Definisi Positif 
Menjawab pertanyaan di 

atas, penulis akan mengajukan 
jawapan yang bersifat pesimis. 
Mengapa? Karena pesimisme 

justru merupakan pemantik 
bagi pertanyaan-pertanyaan 
kritis yang men-

jadibahan~ 
utamaba- - -.......:;:: . . . ....... 
gt nset 1tu -..., 
sendiri. 

Mengapa pesi- · 
mis? Setidaknya terdapat be
berapa alasan mendasar. Per
tama, Pancasila telahlama tidaJs 
didekatisebagaisubjekrisetdan 
dibangun sebagai ilmu pe
ngetahuan. Hal ini yang mem
buat kita hingga saat ini belum 
memiliki prinsip-prinsip teore
tik Pancasila yang baku secara 
ilmiah. Padahal untuk menem
patkan Pancasila sebagai basis 
(paradigmatik) bagi riset, dibu
tuhkan prinsip-prinsip teoretik 
terse but . 

Dulu kita memiliki Notona
goro yang mengawali perumus
an pengetahuan Pancasila "se
cara ilmiah dan populer". Na
mun kerja Notonagoro belum 
tuntas, dikarenakan keterba
tasan bidang studi. Bagaimana
pun Notonagoro adalah guru 
besar dalam ilmu hukum. Se
dangkan untuk membaf!Wln 
bangunan pengetahuan, dibu
tuhkan ahli di bidang filsafat 
ilmu. Ketika seorang filsuf se
perti Nicolaus Driyarkara ba
nyak menulis Pancasila pun, 
kajiannya bukan tentang "filsa
fat ilmu Paricasila", melainkan . 
ten tang filsafat man usia Pan
casila. 

Kedua, andaipun telah dikaji 
secara ilmiah, kajian tersebut 
bersifat a-historis. Artinya, ter-



cerabutdari pemikiran penggali 
dan perumus Pancasila. Keter
cerabutan ini masalah besar 
dalamilmu pen~etahu~, seb~b 
ilmu selalu bers1fat genealog~.s . 
Misalnya, ketika in gin meneliti 
teori idea, tentu harus berang
kat dari pencetus ide itu, yakni 
Plato. Menulis idea tanpa be
rangkat dari Plato past i 
anakronistis, sebab tidaksesuai 
dengan maksud ide itu sendiri. 
.Demikian pula jika in gin mene
litikonsepBhinnekaTunggalika, 
makaharus berangkat dari pen
cetusnya, yakniMpu Tantular. 

Halsama terjadi padaPanca
sila. Sayangnya, sebagian besar 
kajian Pancasila tidak berang
kat dari Soekarno sebagai peng
gali Pancasila, dan para pendiri 
ban gsa perumus dasar negara 
ini. Posisi para perumus Panca
sila hanya dibatasi pada peran 
sejarahnya sebagai perumus. 
Padahal dalam perumusan ter
sebut, terdapat ide-ide dasar 
ten tang Pancasila. 

Ketiga, ketercerabutan ini 
berangkat dari persoalan yang 
lebihakutdalamdiskursus Pan
casila. Y akni ketiadaan definisi 
ilmiah ten tang Pancasila, baik 
yangdisepakatiolehkomunitas 
ilmiah, maupun segenap ele
men bangsa. Hal ini terjadi da
lam kecamuk "jenis" Pancasila; 
apakah 1 Juni, 22 Junia tau 18 
AE:ustus 1945? Padahalsebagai
mana premis pengetahuan 
yang disusun dalam Konsi
deran Menimbang huruf E Ke
putusan Presiden Nomor 
24/2016, ketiga fase 1 )uni, 22 

. Juni dan 18 Agustus meru
pakan kesatuan proses kelahir
an, perumusandan pengesahan 
Pancasila. 

Dengan demikian kita tetap 
bisa memiliki definisi positif 
tentang Pancasila. Yakni, bah-
wa Pancasila itu adalah dasar 
negara yang disahkan pada 18 _ ..., 
Agustus 1945, yang sumber 
gagasannya berasa1 dari pidato 
Bung Kama pada 1 Juni, dan 
dirumuskan ulang oleh Panitia 

• Sembilan pada 22 Juni 1945. 
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Pada 1 Juni, Pancasila merupa
kan filsafat dasar negara. Pada 
18 Agustus, Pancasila terfor
malkan menjadi norma dasar 
negara. Apakah dalam definisi 
itu hanya ada pemikiran Bung 
Kama? Tentu tidak. Bung Kar
no sebagai "Plato" ide Pancasila, 
dikuatkan dan disempumakan 
oleh emikiran para _pendiri_. 
angsa 1ain, baik yang menjadi 

anggota BPUPKI secara umum, 
maupun Panitia Sembilan seca
rakhusus. 

Oleh karenanya, definisi 
Pancasila bisa dibangun berda
sarkan ide awal Pancasila oleh 
Bung Kama, dikuatkan den gat; 
ide perumus Pancasila yang 
lain, seperti Mohammad Hatta, 
Ki Hadjar Dewantara, terma
suk Muhammad Yamin yang 
pada 1958 berpidato tentang 
Sistema-FilsafahPantjasila .Apa 
inti definisi itu?' Yakni Pan
casila merupakan filsafat, nor
ma dasar dan ideologi negara 
yang bersifat religius, yang 
merupakan ideologi kebangsa
an demokratik dan mencita
citakan keadilan sosial sebagai 
upaya pemuliaan martabat ke
manusiaan. 

Sayangnya, se agaimana di
sadari oleh Eka Darmaputera 
dalam Pancasila, Identitas dan 
Modernitas (1997), s~lamaini 
kita tidakmampumerumuskan 
,;definisi positif' (ortodoksi) 
tentang Pancasila. Yang kita 
sematkan pada Pancasila ha
nyalah "definisi negatif' (orto
praksi) dengan menentukan, 
"Apa yang tidak Pancasila?" 
Misalnya, untuk menentukan 
"Apa itu ekonomi Panuasila?", 
kita hanya membedakan de
ngan ekonomi non-Pancasila 
seperti kapitalisme dan etatis
me-komunis. Padahal, "Apaitu 
Pancasila ?" bisa dibangun ber
dasarkan akar ide penggali dan 
perumus Pancasila, atau berda
sarkan koherensi logis dari 
hubungan sila-sila. 

Sistem llmiah 
Dengan demikian, untuk 

menjadikan Pancasila sebagai 
dasar riset nasional, maka pen
dekatan riset terhadap Panca
silaharusdilakukan terlebihda
hulu. Sebab Pancasila justru 
menjadi bidang studi yang be
lum disentuh melalui pende
katan ilmiah. Padahal, anjuran 

terse but telah ditegaskan 
di sepanjang mas a repu
blikini. 

Dalam rapat dengan 
Dewan Pertimbangan 

Agungpada28Januari1961 
misalnya, Presiden Soe
kamo meminta dibangun
nya.sistem ilmiah Pancasila. 

Sebab sebagai falsafah negara, 
,. Pancasila sangat memadai 
. untuk dikempangkan menjadi 
sistem ilmu pengetahuan. Hal 
ini juga dinyatakan oleh TAP 
MPRS No. II/MPRS/1960 ten
tang Pola Pembangunan Nasio-, 
nal Semesta Berencana, bahwa 
pembangunan mental harus· 
didasarkan pada Pancasila yang 
menghendaki pqla pikir abstrak 
danilmiah. 

Bahkan, Presiden Soeharto 
dalam peringatan ulang tahun 
ke-25 Universitas GadjahMada 
pada 19 Desember 1974 juga 
bemada sama. Ia menyatakan, 
"Penelitian ilmiah akan me
mungkinkan penyusunan Pan
casila menjadi sist em filsafat , 
sekaligus ilmu induk bagi pe
ngembangan ilmu-ilmu lain." 
(Hardono Hadi, 1994: 32) 

Oleh karena itu, terpulang 
kepada kita, negara dan peme
rintah untuk serius dalam 
rriembangunsistemilmiahPan
casila sebagai prasyarat utama 
menjadikan dasar negara se
bagai basis bagi riset daninovasi 
nasional. Jika tidak,makakepu
.t:Usan hukum hanya terhenti di 
kertas, tak ber~unyi di ke-
nyataanhidup. [] / 


